ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang bersifat final. Pada tahun
2013, hakim Mahkamah Agung memutus perkara tindak pidana korupsi dengan Nomor
1616 K/Pid.Sus/2013 yang terdakwanya adalah Anggota DPR bernama Angelina
Patricia: Pingkan Sondakh (Angelina Sondakh), putusan tersebut berisi berbagai
pertimbang-pertimbangan, diantara pertimbangan tersebut salah satunya mengandung
perspektif hak asasi manusia.

Putusan tersebut sering diperbincangkan mengingat perkara tindak pidana
korupsi hanya melanggar hukum materil Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui
pengimplementasian perspektif hak asasi manusia dalam putusan perkara tindak pidana
korupsi dan juga kendala Hakim dalam mengimplementasikan perspektif hukum hak
asasi manusia ke dalam putusan perkara tindak pidana korupsi tersebut. Jenis Penelitian
ini  termasuk penelitian hukum normatif yang berdimensi empiris dan metode
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konsep, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana konsep yang
digunakan dalam mengimplementasi hak asasi manusia dalam suatu putusan.

Hasilnya dapat disimpulkan bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk
melakukan interpretasi (penemuan hukum), dalam penelitian ini hakim cenderung
menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis dan sosiologis dengan
pendekatan hukum hak asasi manusia. Dan mengenai kendalanya terdapat beberapa
faktor yaitu dapat dilihat dari faktor norma hukum, perbedaan sudut pandang hakim
dalam menilai serta menemukan hukum dan paradigma berpikir hakim yang
positivistik dan non positivistik sehingga putusan-putusan yang dihasilkan tidak
diperkaya perspektif hak asasi manusia.
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